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ABSTRAK

Di dalam  Undung-Undang Momor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang
Juga mengatur perangkat Pemeriniahan Pusal yang ada di Daerah. Hal ini adalah dalam
rangka mensukseskan pembangunan vang tersebar di pelosok Megare dalam membina
kestabilan politik scria kesatuan banpsa. Walaspun Undang-Undang Momar 32 Tahun 2004
il telah  dilsksznakan nemun dalem pelaksanzannya masih belum memenuhi sasaran dan
belum terluksana schagaimana mestinva. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah 1)
Bogaimana peranan Walikota Bukittingei dalam mensukseskan pembangenan tefhadap Kata
Bukittinggi. 2) Sejaub mana hubungun kerja sama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan
Rakyar Dmerah Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan di Bukittinggi. 3) Kendala
apa yang ditemui Walikota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawah scrta
solusinya. Metode penelitien yang dipzkai adalah yuridis sosiologis atau empiris vang
didusarken pada data primer ! data dusar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
dengan mefakukan wawancara di instansi tempat penulis melakukan penelitian. Setelah data
dikumputkan kemudian dianalisa secara kunlitatif untuk memperoleh suatu kesimpulan, Dari
hesil penclitian dapat disimpulkan bahwa sebagai Kepala Dacrah di Kota Bukittinggi dan
sefuruh jajaran eksebutif dengan pihak legistatf terjulin hubungan vang cukup harmonis,
komunikas) yang terbuka dan saling penpertion yang mendalam. walaupun tidak dapat
dipungkiri dalam beberapa bal sctempat terjadi pembicaraan-pemsbicaraan yang cukup
panjary. Kendala-kendala yung ditemui Walikota Bukittingai dalam pelaksanaan tigas dan
tangpung jawabnya adafah dava dulumg wilayeh vang terbatas untuk MENRMPUBE
pengembangan berbagai funesi kota, sesuai uniuten dan kebutuhan, peningkatan fungsi dan
periumbuhan kota menimbulkan berbapai dampak yang perly segera ditanggulangi dengan
melibatkan Pemerintah Pusat, Propinsi atsupun pihak luar lainnya, sera penegakan hukum
iatam rangka supermasi hukum masih belum terimplementasi secara maksimal, pendekatan
persuasit dan edukatif masih diperlukan dalem menghadapi rendahnys kesadaran hukum
masyarakat, aparalur, dan insfansi kemasyarakatan, Sejalan dengan iy peningkatan
koordinasi instansi penegakan hukem, sosialisasi hukum dan penindakan secara profesional
petle divpayakan, Untuk mengatasi kendala-kendala mengenai tugas dan tanggung jawah
walikota  Bukittingei  dalam  mensukseskan  pembangunan maks  Pemerintah Daerah
menjalankan Kewenangannya sesuai dengan Peramuran Daerzh dan memberikan petavanan
kepada masyarakat sehingga terwujudnya otonomi dacrah,




BABI
PENDAHULUAM

A. Latar Belakang

sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undeng Momor 32 Trhun 2004
adalah Undang-Undang tentang Pemerintaban Daecab yang juge mengatur
perangkat Pemerintzhan Pusat yapg ada di Dacrah. Hal ini adalab dalam
rangka mensukseskan pembangunan yang tersehar di pelosok negara dalam
membina kestabilan politik serta kesatwan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undanag MNomor 32 Tahun 2104, maka Kepala
Dacrah Kotz Bukidingei perfu diberiban wewenanp untuk melsksanakan
berbagai  urusan  pemerintah schapal wrusan momah  angzanya,  dalam
peningkatan pelavanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan |
Lindang-Lindang Momaor 32 Tahun 2004 jupa meletakkan titik berat Monomi
Dmerah Kota atay Kabupaten dengan alasan balwa Daergh Buokitlinggi
lanpgsung  berhubungan  dengen masyamakat, sehingga diharapken  lehik
mengerti dan memenuhi aspirasi mesvarakat,

Walikota dalam kedudukennya sebagai Kepala Daerah dan schaga
Eepals Wilayah masing-masing tunduk kKepada prinsip Desentralisasi dan
primsip Debonsentrosi.

Tugas dan wewenanp Walikota sebagaimana diatur dalam Pasab 14
ayat { 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

| percneanaan dan pengendalian pembanpunan;

2. perencanaan, pemanfiatan, dan pengawasan tata ruang;

""Laporan Akuntabilits Keda lnstanst Permerintah Kola Bukittinge: Tahun 2008
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Dalam melaksanakan tugasnva mensukseskan pembangunan Walikota
tidak terlepas dam keja keras yang aktif bersama perangkatl-perangkatnya di
Dacrah serta mengadakan komumikasi timbal balik vang terbuka baik vang
bersifat formal maupun yvang bersifat informal vang diwamai dengan rasa
kekeluargaan dan kebersamaan sesuai dengan ketentuan vang berlaku, ¥arena
keberhasilan tugas pembangunan tersebut tidak teclepas dari kerja keras serla

tekat dan semangat dan seluruh aparat, masyarakat sema dukungan lembapa

Legmislatif.

penyelengparain ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
penyediagn sarana dan prasarana umwmn;

penanganan bidanp kesehatan;

penvelenggargan pendidikan;

penanggulangan masalaly sosial;

pelayanan bidang ketenapakenaan:

fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
pengendalian lingkungan hidup;

pelayanan pertanahan;

pelavanan kependudukan, dan calatan sipi;

pelavanan administrasi umum pemeriniahan;

pelavanan administrasi penanaman madal;

penyelenggaraan pelavanan dasar lainnya: dan

urusan wajib lainnya vang dismanatkan oleh peraturan perundengp-

undangan,

Pasal 18 Undanp-Undang Dasar 1943 menvalakan:

Megara Kesatvan Republik Indonesia dibagi atas daersh-daersh
provinsi dan deerah provmsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tisp provinsi, kabupaten, dan kota itu mempuonyad

pemerintahan daerah vang diatur dengan Undang-Undang,

Pemerintahan  dasrah  provinss, deersh  kabupaten, dan  kota
mengetur dan menpunes sendici urosan pemerintahan menurel wsas

otonmni dan tegas pembaniean.

Pemerintahan  daersh  provinsi, daeralr kabupaten, dan kot
memiliki Dewan  Perwakilen Rakyat Daerah  vang anzapta-

angrrotanys dipilih melaloi pemilihan wimom.

|



BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapai disimpulkan hal-hal berikut;

A, Kesimpulan

1,

2

3.

Peranan  Walikota  Bukittinggi  delam  Mensukseskan  Pembangunan
terhadap Kota Bukittingei adalah meningkatkan kualitas aparatur melalui
pelatihan, kursus, penataran dan pendidikan penjenjangan, penerhitm
administrasi melalui perbaikan sistem laporan dengan berpedoman kepada
administrasi kedinasan dan peningkatan serama dan prasarana kamor
seperti pengadasn komputerisasi, sarana mobilitas, perbaikan gedung

kantor dan pembangunan lainnya.

. Hubungan kerjesama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Dukittinggl dalam  mensukseskan pembangunan di  Daerch
Bukittingyri adalah Pemerintah Daeral telah berupaya secara maksimal
mewljudkan amanah dan selaku Kepala Dearsh di Kota Bukininggi
senanliasa menghotmati tugas dan funpsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuat dengan peraturan Perundang-undangan vang berlaku dan
jugs Kepala Dacrah senantiasa mendorong agar lembaga tersebul dapat
berperan dalam melaksanakan kewajibannya dengan maksimat.

Kendala-kendala yang ditemui Walikota Bukitinggi dalam pelaksanaan
tuges dan tanggung jawabnya adaleh deys dukung wilayah yang terbatzs
untuk menampung pengembangan berbagai fungsi kota, sesuai tuntatan
dan kebufuhan, peningkatan fungsi dan pertumbuhan kota menimbulkan
berbagai dampak yang perlu segera ditanggulangi dengan melibatkan
Femerintah Pusal, Propinst staupun pihak tuar fainnya, serta penegakan

hukum dalam rangka supermasi bukum masih belum tedmplementasi
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